
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTAJASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIUN KENDAGE
TAHUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang:

Mengingat :

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

a' bahwa salah- satu upaya untuk mewujudkan peningkatankinerja, dan kuarigs perayanan kesehdtan di Rumah sakitumum Daerah Liurr Kendage tauuna 
- 
adatah meraluipengalokasian pendapatan daerah yang bersumber dariretribusi atas pelayanan kesehatan al riman sakit untukdigunakan sebagai imbalan jlsa p"t"yu*L bagi tenagakesehatan yang bekery'a di rumah 

".t it; 
"

b' bahwa untuk meraksanakan ketgnluan pasar 30 ayat (r)huruf b undang-undang Nomor aa rahun zaog t 
"t.lrsRumah sakit dan pasar 1r A peraturan Daerah Nomor 4Tahun 20Lr tentang perubahan atas peraturan DaerahKabupaten Kepulauan sangihe Nomor s Tahun 2arotentang Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berd,asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a- {an b-, perlu menetapkai peraturan Bupatitentang pengeloraan pendapatan Dan pengarokasian Jasasarana serta-Jasa pelayanan pada RumJrr sakit umumDaerah Liun Kendage Tahuna;

1' undang-undang Nomor 29 Tahun i9s9 tentangPembentukan. p.-^.r$ Tingkat II di Sulawesi {Lembaran
|egara Republik IndoneJia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia NomorL822) sebagaimana yang Grrr, dipirbaharui aatam unaang_
91d""s Nomor 8 Tahun zooz tentang pembentukan
Kabupaten Kepurauan Taraud di provinsi"sulawesi utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ao2
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3.

Nomor 2 L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4183) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO7
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun ZOOT Nomor lT,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a69\;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2AO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OA4 Nomor l5O,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOg Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OA9 tentang Kesehatan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZAO9 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 5A72);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun zAI1 tentang
Pembentukan Peraturan Pemndang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2ALL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia S%al;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2Ol1 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Ixmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 1l6,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 52561;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tarlrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

4.

5.

6.

7.

8.
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l- l-. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 4L ?ahun 2OOT tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a7all;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLA Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516U;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2OL4 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Sangihe dan Talaud menjadi
Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A1,4 Nomor
167,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5557);

I"5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2OL3 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (I"embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21" Tahun 2}ll
tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2AA6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor L Tahun 2OL4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 32);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2OI4
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2Ol4
tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam
Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.



20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Keda Dinas
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);

2l_. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan sangihe Nomor
16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Ke{a
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Lembaga Teknis Daerah dan kmbaga lain Kabupaten
Kepulauan Sangihe (L,embaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Sangihe Tahun 2O0B Nomor 16);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5
Tahun 2AOg tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2AA9 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
4 tahun zALt tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2AlO
tentang Retribusi Jasa Umum (lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 4);

24.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor
10 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran
2015 {Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2Al4 Nomor 10);

25. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 44 Tahun
2OO8 tentang Uraian T\rgas Rumah Sakit Umum Daerah
Tahuna (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2008 Nomor 42);

26.Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun
2AlO tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah {Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe
Tahun 2010 Nomor 23);

27 . Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 6l
Tahun 2AA tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun
Anggaran 2015 (l,embaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Sangihe Tahun 2OL4 Nomor 6 L).

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAN PENGALOKASIAN JASA SARANA SERTA
JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
LIUN KENDAGE TAHUNA



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe

2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraa.n urusan Pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah menurut asas

otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

3. pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

S. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

khusus disediakan dan/ata.u diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingErn orang pribadi atau Badan;

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan

yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat

dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

T. Retribusi Jasa Umum adatah pungutan atas jasa yang disediakan atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau Badan;

8. Wajib Retribusi adalah or€rng pribadi atau Badan yang menurut peraturan

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

g. Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna yang selanjutnya

disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Publik yang dikelola oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;.

10. Kepala Rumah Sakit adalah Direktur RSUD Liun Kendage Tahuna, yang

selanjutnya disebut Direktur;
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11. pelayanan Kesehatan adalah kegiatan Pelayanan Kesehatan di Rumah

Sakit berupa Pelayanan Rawat Jalan, Pelayanan Rawat Inap dan

Pelayanan Gawat Darurat yang mencakup Pelayanan Medik dan

Pelayanan Non Medik;

12. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan,

baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit;

13. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan

kepada pasien oleh tenaga medik berupa pemeriksaan, konsultasi, dan

tindakan medik;

14. Pelayanan Non Medik adalah Pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh

pihak lain di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan

Pelayanan Medik meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelatihan, Pelayanan

Administrasi, Pelayanan Laundry dan lain-lain pelayanan yang terkait

dengan pelayanan kesehatan;

15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan

kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;

16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus

diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangr resiko kematian

atau cacat;

17. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,

perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan

lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruang rawat h*p;

18. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien

dalam kead"aan kritis yang memerlukan pemantauan ketat dan intensif

pada ruangan khusus dengan sarana khusus dan teaaga terampil;

19. Visite adalah kunjungan dokter

penegakan diagnostik, tindakan

pasien;

kepada pasien dalam rangka observasi,

medik dan terapi di ruang perawatan

Perawatan adalah pelayanan asuhan keperawatan oleh tenaga

keperawatan di Rumah Sakit;

+
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21. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat melalui
kerjasama/ kolaborasi dengan pasien atau tenaga kesehatan lain dalam
memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung
jawab perawat;

22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kepada pasien untuk
menunjang penegakan diagnosis dan terapi;

23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh

Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan

medik;

24. Tindakan Medik adalah tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang

dilaksanakan oleh tenaga medik;

25. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan
pembiusan umum dan pembiusan lokal;

26. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan;

27. Cito Tindakan adalah tindakan pelayanan kesehatan yang bersifat segera

untuk menghindari seseorang dari kematian atau cacat {liue sauingl;

28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaks€Lna pelayanan

kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi

diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau
pelayanan kesehatan lainnya;

29. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas
pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan obat-obatan, bahan kimia
dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka

observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi serta pemakaian sarana
non operasional;

30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap dengan atau tanpa
makan di Rumah Sakit;

31. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orErng yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh
pemerintah.
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32.

33.

Badan Penyelenggara Jaminan sosial Kesehatan yang seranjutnya
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan

Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekeqia paring
singkat 6 (enam) buran di Indonesia, yang telah membayar iuran dan
memiliki Kartu BPJS.

(2t

BAB II
PENGELOLAAN PENDAPATAN

Pasal 2

(1) Pendapatan RSUD berasal dari hasil penerimaan atas pungutan retribusi
kepada pasien atau badan yang memanfaatkan fasilitas pelayanan
kesehatan di rumah sakit.
Komponen Retribusi sebagaimana disebutkan
jasa sarana dan jasa pelayanan.

pada ayat {1) terdiri atas

(3) Tarif retribusi yang ditetapkan dalam peraturan Daerah merupakan
imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan yang bekeq'a di rumah sakit dan jasa sarErna atas
pemanfaatan berbagai fasilitas rumah sakit yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah bagr seluruh pasien atau masyarakat yang berobat di
rumah sakit.

Pasal 3

(1) Seluruh pendapatan RSUD sebagaimana disebutkan pada pasal 2 balk
yang bersumber dari penerimaan retribusi atas pelayanan kesehatan bagr
pasien umum; klaim asuransi atas pelayanan kesehatan bagi pasien
peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan pasien peserta Asuransi jenis
lainnya yang mengadakan kontrak keq'asama dengan pihak rumah sakit
harus dicatat dalam buku kas umum dan disetor secara bruto oleh
bendahara penerimaan ke kas daerah.

(2) Penerimaan klaim asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor
ke kas daerah setelah melalui proses verifikasi klaim dan pembagian
alokasi jasa sarana serta jasa pelayanan sebagaimana diatur dalam
petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan program Jaminan
Kesehatan Nasional dan Asuransi lainnya.
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BAB III

PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN

Pasal 4

(1) Rumah Sakit Umum Daerah berhak melakukan klaim jasa sarana dan

jasa pelayanan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan

Sangihe sebagai imbalan terhadap setiap pelayanan kesehatan yang

diberikan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit kepada

setiap pasien atau badan yang memanfaatkan pelayanan kesehatan

tersebut.

(2) Besarnya proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim

oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada Pemerintah Daerah

yang bersumber dari pasien umum dan asuransi lainnya adalah sebagai

berikut:

No Pelayanan per Instalasi Jasa Sarana

("/"1

Jasa Pelayanan

{"/"1

1 Pelayanan Rawat Jalan 55 45

2 Pelayanan Rawat Inap Biasa 55 45

3 Pelayanan pada Ruang Rawat
Intensif, Kamar Bersalin.

40 60

4 a. Tindakan Medik Operatif
dan Non Operatif pada
Ruang Operatif

b. Tindakan Medik Operatif
dan Non Operatif pada
Ruang Biasa

30

4A

70

60

5 Tindakan pada instalasi
Laboratorium, Radiologi dan
Instalasi Penunjang Medik
lainnya

7A 30

6 Pelayanan Instalasi Farmasi 95 5

7 Pelayanan Instalasi lainnya 55 45

q



Pelayanan per Instalasi

Pelayanan Rawat Jalan

Pelayanan Rawat Inap Tanpa
Tindakan

Pelayanan rawat Inap dengan
Tindakan

Pelayanan Rawat Inap dengan
Persalinan

(3) Besarnya proporsi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang dapat diklaim
oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah kepada pemerintah Daerah
yang bersumber dari pasien JKN sebagai berikut:

BAB IV
PENGELOLAAN HASIL PENERIMAAN JASA SARANA DAN

JASA PELAYANAN KESEHATAN

(1) Jasa Pelayanan adalah
dokterl perawat/ operator/ staf
pelaksana yang secara langsung
sesuai dengan jumlah nominal
pasal 4.

(2) Jasa pelayanan dibagi secara proporsional kepada:
a. Dokter/ operator/_penanggung jawab unit pelayanan Fungsional; danb.Tim pendukung dokter aan paramedis.

Pasal 6

(1) Komponen jasa sarana terdiri dari komponen jasa sarana penyediaan bahanhabis pakai medik dan obat-obatan;jasa sarana penunjanj medik dan unsurnon medis; Jasa manajemen rumah sakit.
(2) Jaga ma.nqjemen, dibagi secara proporsional kepada :

a. Direktur;
b. Kepala Tata Usaha dan Kepala Bidang;
c. Kasubag dan Kepala Seksi;
d. Pengelola Administrasi ktaim dan Administrasi Keuangan.
e. Tenaga Administrasi Non Medis

(3) Jasa sarana penunjang medik dan unsur non medis, dibagi secaraproporsional kepada:
a. Instalasi l.a.boratorium;
b. Instalasi Radiologi
c. Instalasi Unit Tranfusi Darah;
d. Unsur Non Medis

(4) Jasa sarana penyediaan Bahan Habis pakai dan obat-obatan.

Pasal 5

jasa yang diberikan kepada
tenaga kesehatan pada instalasi/unit
mena-ngani/merawat pasien dan jumlahnya
yang diterima sebagaimana diatur dalam

{
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Pasal 7

(I)Tim pengelola teknis administrasi klaim dan administrasi keuangan jasa
pelayanan baik yang bersumber dari pasien umum, JKN dan asuransi
lainnya diangkat dan ditetapkan dengan keputusan direktur.

(2) Honor tim pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dibebankan
dalam alokasi pembagian proporsi jasa sarana.

BAB V

PROPORSI PEMBAGIAN ALOKASI JASA SARANA DAN JASA PELAYANAN YANG
BERSUMBER DARI PENERIMAAN PASIEN UMUM, JKN DAN ASURANSI LAINNYA

Pasal 8

(1) Proporsi pembagran jasa sarana dan jasa pelayanan yang bersumber dari
penerimaan pasien umum, Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi lainnya
sesuai kesepakatan para tenaga kesehatan di rumah sakit sebagaimana
terdapat dalam lampiran peraturan bupati ini.

(2) Besaran proporsi sebagaimana terdapat pada ayat {1) dibagi secara
proposional berdasarkan hasil kesepakatan bersama dalam rapat antara
Direktur dengan seluruh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan di
Rumah Sakit.

(3) Besaran proporsi pembegian jasa sebagaimana d,isebutkan dalam ayat (1)
merupakan pedoman bagr tim pengelola teknis administrasi klaim dan
administrasi keuangan untuk membayar kepada para pemberi jasa layanan
di Rumah Sakit.

Pasal 9

(l) Tim pengelola administrasi klaim bertanggungjawab mulai dari pembuatan
jaminan pasien rawat jalan dan rawat inap, penerimaan klaim, pengkodean
diagnosa , entry data, membuat rekapan pasiin rawat jalan dan- rariat inap
selanjutnya membuat pembagian jasa sara.na dan jasa pelayanan untul
diserahkan kepada tim pengelola keuangan.

(2) Tim Pengelola Keuangan bertanggungjawab membuat surat pertanggungjawaban dan mengelola pertanggungiawaban keuangan tersebut sesuai
dengan peraturan perundang-und"ang* y*g berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan
Sangihe Nomor 27 Tahun 2Ot4 tentang Pengelolaan pendapatan dan
Pengalokasian Jasa Sarana serta Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum
Daerah Liunkendage Tahuna dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

V
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Pasal 1L

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintatrkan pengundangan
Peratrrran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratr l(abupaten
Kepulauan Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 7 Aprjt 2Ot F

BUPATI KEPUI,AUAN SANGIHE,

Diundangkan di Tatruna
pada tanggal 7 April 2Ot5

PIt. SEKRETARIS KEPULq.UAN SANGIHE

BERITA DAERAH PATEN KEPUI.,AUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR 2

MUS ROMPAS MAKAGANSA

L2
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